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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I 

Padang dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku pengedar 

narkotika mempunyai pernanan penting dalam memulihkan kesatuan hidup, 

kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan dalam proses 

pembimbingan, dan juga demi keberlangsungan hidup anak pelaku pengedar 

narkotika yang nantinya bisa berdampak besar kepada negara dan bangsa. 

Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai salah satu aspek 

pembimbingan, penelitian dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan. 

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I padang 

menggunakan upaya pendekatan sebagaimana Keputusan Direktur 

pemasyarakatn Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor : PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan 

Klien Pemasyarakatan. Dalam hal ini beberapa poin yang belum dilaksanakan 

oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah: 

a. Memberikan bimbingan psychosocial/Sosial 

Belum dilakukan bimbingan ini dikarenakan belum terciptanya 

hubungan kerja sama dalam hal yang bersifat sosial dengan instansi terkait, 

maka dari itu dipandang perlu untuk memperdalam esensi bimbingan dari 
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aspek sosial ini. 

b. Melakukan bimbingan kemandirian 

Yaitu yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan hanya 

sampai memberikan pemahaman dan motivasi agar minat dan bakat klien 

terlatih, tidak ada atau belum adanya  bimbingan kemandirian untuk 

pelaksanaan minat dan bakat klien. 

2. Hambatan yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam 

membimbing anak pengedar narkotika terbagi dalam beberapa aspek antara 

lain: 

a. Minimnya anggaran dana yang telah di anggarkan oleh Balai 

Pemasyarakatan untuk pembimbing tidak terlepas dari anggaran biaya yang 

telah ditentukan nominalnya, hal ini tidak sesuai dengan rancangan dan 

anggaran program yang sudah disusun oleh Balai Pemasyarakatan, sehingga 

program dengan prioritas utama yang dilaksanakan oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menjadi 

terhambat. 

b. Kurangnya sumber daya manusia atau pembimbing kemasyarakatan untuk 

pembimbingan anak pelaku pengedar narkotika.  

c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk Pembimbing Kemasyarakatan dalam 

melakukan tugas dengan optimal. 

B. Saran 

1. Alangkah lebih baik Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan 

Kelas I Padang di berikan sarana dan pra sarana yang cukup dalam menunjang 

pelaksanaan tugas dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku 
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pengedar narkotika, lebih lanjut lagi dalam hal yang penuh dengan teknologi 

seperti saat sekarang ini diberikan fasilitas yang modern dan teknologi yang 

canggih untuk mencapai hasil dan kinerja yang maksimal. 

2. Meningkatkan kuantitas dan juga kualitas Petugas Pembimbing 

Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang agar terjangkaunya 

dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku pengedar narkotika 

dalam cakupan yang luas. 

3. Meningkatkan anggaran yang telah di rancang dan diberikan kepada 

Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan dalam 

proses pembimbingan. 
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